
ABSTRAK 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu progam yang gencar 

dilaksanakan pemerintah Indonesia dan berhasil menyerap banyak tenaga kerja 

terutama pekerja Jasa Konstruksi. Namun, seiring dengan banyaknya proyek 

pembangunan infrastruktur tersebut, maka potensi terjadinya sengketa konstruksi 

proyek infrastruktur pun akan semakin besar. Dalam penelitian hukum ini, penulis 

akan mengambil studi kasus sengketa konstruksi proyek infrastruktur dengan 

nomor putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks. Penelitian hukum ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang No.2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi dalam penyelesaian sengketa konstruksi di 

Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah beserta asosiasi Jasa 

Konstruksi dalam upaya melindungi pelaku Jasa Konstruksi pada sengketa 

konstruksi proyek infrastruktur. Penulis akan menggunakan penelitian hukum 

yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan 

pendekatan kasus yang dilakukan dengan melakukan analisis pada putusan hakim. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Jasa 

Konstruksi dengan konsep penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur non-

litigasi masih diabaikan. Aparat penegak hukum umumnya masih menggunakan 

aturan-aturan yang tertuang dalam KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi dalam penyelesaian sengketa konstruksi proyek infrastruktur. Kegagalan 

bangunan pada kasus tersebut yang menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi 

seharusnya diselesaikan dengan pemberian ganti rugi atau perbaikan, berujung 

dengan putusan hakim yang mengenakan sanksi pidana bagi pelaku jasa 

konstruksi. Aparat penegak hukum seharusnya lebih bijak dan cermat dalam 

penyelesaian sengketa konstruksi proyek infrastruktur yang sudah diatur lebih 

detail dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai Undang-Undang yang 

bersifat Lex Specialis di bidang konstruksi. Pemerintah dan Asosiasi Jasa 

Konstruksi tentunya harus berusaha meningkatkan kompetensi dan profesionalitas 

pelaku jasa konstruksi, serta kesadaran hukum dari semua unsur pelaku jasa 

konstruksi. 

 

 

 

 

 

 

 




